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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis , data dikumpulkan dari 

berbagai sumber seperti melalui peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal 

ilmiah. Selanjutnya, dianalisis guna mendiskripsikan hubungan permasalahan 

dengan teori yang relevan, sehingga penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Penerapan sistem presidential threshold dalam pelaksanaan pemilihan umum 

di Indonesia sudah diterapkan sejak pemilihan umum tahun 2004. Urgensi dari 

adanya sistem presidential threshold adalah demi memperkuat sistem 

presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multi partai di 

Indonesia. Dampak hukum diterapkannya sistem presidential threshold yaitu 

melanggar amanat konstitusi, memperlemah keberadaan partai politik baru 

peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, 

terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), memperlemah 

sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam 

berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat.  

2. Dampak bagi partai politik mengenai penerapan sistem presidential Threshold 

dalam pemilihan umum di Indonesia adalah memperlemah keberadaan partai 

politik kecil atau baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai polititk lama 

tidak boleh absen atau netral dalam pengajuan calon  Presiden dan Wakil 

Presiden dan menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam 

menyediakan atau menyeleksi calon pemimpin. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, penulis merasa perlu 

menyajikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam 

penerapan sistem presidensial threshold dalam pemilihan umum di Indonesia, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Hendaknya Mahkamah Konstitusi harus mengkaji lebih banyak lagi 

bagaimana menyikapi formil pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

2.  Hendaknya partai politik peserta pemilihan umum harus meminimalisir atau 

meniadakan dampak dari berlakunya sistem presidential threshold, karena 

sangat jelas dan terang akan memperburuk atau menciderai kehidupan 

demokrasi di Indonesia.  

3. Mengurangi ambang batas pencalonan presiden menjadi lebih rendah, 

misalnya 10%, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai-

partai baru dan kecil agar dapat berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini akan 

meningkatkan keberagaman calon presiden yang tersedia bagi pemilih. 

4. Pertimbangkan untuk menetapkan ambang batas berdasarkan kinerja pemilu 

terbaru, bukan hasil pemilu sebelumnya, agar lebih relevan dengan kondisi 

politik saat ini. Ini akan memastikan bahwa calon presiden mencerminkan 

preferensi rakyat terkini. 

5. Di adakannya calon independent untuk calon presiden dan wakil presiden 

pada pemilu yang akan datang  
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